BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Dalam BAB | dikemukakan bahwa salah satu kegunaan penelitian ini adalah
untuk mengetahui tingkat kewirausahaan publik (public entrepreneurship) SKPD di
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menjadi penting, karena peneliti melihat
masih rendahnya pemahaman yang dimiliki oleh SKPD, yang dilihat dari penilaian
yang masih rendah terhadap kinerja masing — masing SKPD. Selain itu, peneliti juga
menganalisis pengaruh tingkat kewirausahaan publik dalam mewujudkan kinerja

SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Dengan demikian, pembahasan yang telah diuraikan pada BAB VI dapat

menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Pertanyaan pertama dalam penelitian berfokus pada pemahaman konsep
kewirausahaan publik oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat dan seberapa jauh konsep tersebut dilaksanakan secara
nyata dalam pekerjaan mereka sehari — hari. Berdasarkan hasil analisis pada BAB VI,
disimpulkan bahwa pemahaman SKPD Kabupaten Bandung Barat mengenai konsep

kewirausahaan publik masih rendah. Hal tersebut, dapat dilihat dari persentase
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responden sebesar 62,5% bahwa mereka tidak melakukan perubahan diluar SOP
yang telah ditentukan. Hal tersebut diperkuat dengan persentasi responden sebesar
63,75% bahwa mereka tidak melaksanaan aktivitas / kegiatan atau prosedur baru
yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh organisasi. Sedangkan untuk
penerapan konsep kewirausahaan publik dalam pelaksanaan pekerjaan mereka sehari
— hari juga masih rendah. Dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dari SKPD

Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut:

a. untuk ukuran nilai ekonomi hasil pengukurannya adalah ekonomis
b. untuk ukuran nilai efisiensi hasil pengukurannya adalah tidak efisien
c. dan, untuk nilai ukur efektivitas hasil pengukurannya adalah kurang

efektif.

Dengan demiikian, dapat disimpulkan bahwa SKPD Kabupaten Bandung Barat belum

mengadaptasi konsep kewirausahaan publik dalam menjalankan tugas sehari — hari.

Pertanyaan kedua dalam penelitian ini berfokus pada hubungan kewirausahaan
publik tersebut dalam mewujudkan kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat. Berdasarkan hasil analisis pada BAB VI disimpulkan bahwa rendahnya
pemahaman SKPD terhadap karakteristik kewirausahaan publik memiliki hubungan

terhadap kinerja dari SKPD. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:
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a. Penerapan nilai — nilai kewirausahaan publik yaitu kemampuan dalam
mengambil resiko dan kemampuan dalam memanfaatkan peluang
memiliki hubungan terhadap penilaian kinerja yaitu nilai ekonomi.

b. Penerapan nilai — nilai kewirausahaan publik yaitu kemampuan dalam
mengambil resiko dan menciptakan inovasi dengan pengukuran kinerja
yaitu nilai efisiensi.

c. Penerapan nilai — nilai kewirausahaan publik yaitu kemampuan dalam
mengambil resiko dan mission driven atau memiliki tujuan utama den

d. gan pengukuran Kinerja yaitu nilai efektivitas.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti untuk
peran kewirausahaan publik dalam mewujudkan kinerja di SKPD Kabupaen Bandung

Barat yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman konsep kewirausahaan publik di SKPD
Kabupaten Bandung Barat, karena dengan menerapkan nilai — niai
kewirausahaan publik akan dapat membantu aparat pemerintah dalam
meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.

2. Berdasarkan pada Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah Pasal 386, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi
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dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan
Demikian, SKPD di Kabupaten Bandung Barat harus lebih berani dalam
melakukan setiap perubahan atau pembaharuan dalam penyelenggaraan kinerja
dengan berdasar pada peraturan tersebut.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh SKPD terkait dengan keterbatasan
sumberdaya, maka pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu untuk
meningkatkan kemampuan organisasi dalam menyediakan sumberdaya. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan rekrutmen pegawai secara
lebih profesional, mewajibkan setiap pegawai untuk melakukan pelatihan
berkala agar kemampuan pegawai dapat terus terasah dan melakukan diskusi
wajib dengan tim agar dapat tercipta persepsi yang sama dalam satu tim.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus melakukan pengawasan terhadap
proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), yang mana format penulisan telah diatur dalam PERMENPAN
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporsan
Kinerja Dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perlu adanya perhatian pada pengelolaan anggaran setiap program atau
kegiatan untuk digunakan semaksimal mungkin sehingga anggaran yang telah
tersedia atau direncanakan untuk kebutuhan pelaksanaan program atau kegiatan

bisa direalisasikan sepenuhnya atau mencapai 100%.
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6. Perlu adanya pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan program atau
kegiatan sehingga kinerja keuangan dengan kinerja non keuangan bisa
berkorelasi.

7. Perlu perhatian pada tim untuk lebih bekerjasama secara efektif dalam proses
pelayanan penyelenggaraan program atau kegiatan sehingga pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan secara terkelola.

Demikian, penjelasan terkait dengan simpulan dan saran dalam BAB VII ini.
Besar harapan peneliti, agar penelitian ini dapat menjadi masukan yang baik bagi pihak
terkait, yaitu SKPD Kabupaten Bandung Barat terkait dengan penerapan kewiraushaan

publik (public entrepreneurship) dalam mewujdukn kinerja organisasi publik.
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